
8. Undang- ... 

7. Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusywaratan Rakyat, Dewan PerwalciJan Rakyat, Dewan 
PerwalciJan Daerah dan Dewan PerwalciJan Rakyat Daerah ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleban Hak Atas 
Tanah dan Bangunan; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Daerah dan 
Retnbusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak. Bumi dan 
Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1994; 

I. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kota Kecil Dalam Ling]mngan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tenga.h dan Jawa Barat ; 

Mengingat 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Menimbang 

W ALIKOTA MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAP AT AN DAN BELANJA DAERAH 
T AHUN ANGGARAN 2006 

TENT ANG 

PERA TURAN W ALIKOT A MAGELANG 
NO MOR 3 T AHUN 2006 

WALIKOTA MAGELANG 



Memutuslcan : ... 

22. Peraturan Daerah Kora Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2005; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001; 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

1-. ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahsn Atas Undang-Undang Nomor 32 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 

11. Undeng-Undang Nomor 25 l'nhun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pcmbangunan Nasionnl: 

l 0. Undang-Undnng Nomor I Inhun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan 
dan I' anggungjawnh Kcuangun Ncguru: 

~. l lnd,u~-l lndnng Nomor IO Inhun 2004 tcntang Pernbentukan Persturan 
P<'nmdm\t1.·und1m!{n11: 

~. l lmlm~-l !min,~ Numor I l'nhun 2004 I nmng Pcrbendaharaan Negara; 



Pasal 3 ... 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal I dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 2 

Rp. 15.000.000.000,00 
Rp. 36.819.118.000,00 

Rp. (21.819.118.000,00) 

Rp. 7.500.000.00(400 

Rp. 21.819.118.000,00 

Rp, 7.528.701.000,00 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

3. Pembiayaan 

Surplus 

BELANJA TIDAK TERSANGKA 

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN 
KEUANGAN .. 

Rp. 128.821.590.000,00 

Rp. 74.726.355.000,00 
Rp. 27.030.414.000,00 
Rp. 27.064.821.000,00 

Rp. 106.177.606.000,00 

Rp. 75.904.055.000,00 
Rp. 17.126.790.000,00 
Rp. 13.146.761.000,00 

Rp. 25.740.227.000,00 
Rp .245.921.068.000,00 
Rp. 185.720.000,00 

Rp. 271.847.015.000,00 

a Belanja Administrasi Umum 
b. Belanja Operasi & Pemeliharaan 
c. Belanja Modal 

PELA YANAN PUBLIK 

a Belanja Administrasi Umum 
b. Belanja Operasi & Pemeliharaan 
c. Belanja Modal 

AP ARA TUR DAERAH 

2. Belanja: 

a. Pendaparan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pcndapatan Yang Sah 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dncrah Tnhun Anggaran 2006 terdiri atas : 

I. Pcndapatan 

PAsal I 

P•:tU rttRAN WAI.IKO I A MA(a:LAN(; ·1 •:N'I ANG J#J!:NJABARAN 
ANGGARAN PENOAPATAN DAN DELANJA DAE.RAH TAHUN 
ANGGARAN 2006. 

MEMllTllSKAN 



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2006 NOMOR 4 
Seri A No. 2 

D URASMONO. MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 072 030 
Kepala Baden Pengawasan 

Oiundangkan di Magelang 
pada tanggal 29 Maret 2006. 

v~ 
H. FAHRIYANTO 

W ALIKOT A MAGELANG 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 29 Maret 2006 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 
Magelang. 

Pcraturan Walikota ini mulai bcrlaku sejak tanggal diundangkan dan 
mcmpunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006. 

Pasal 4 

Lampiran-lampiran scbagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

4 


